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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 - 2026

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026, sebagaimana telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2024 perlu disusun
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 — 2026;

b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2025 -2026 sesuai dengan ketentuan Bagian Kelima Pasal 359
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasaskan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 -2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten — Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
Jo. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang
Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang — undang Nomor 12 Tahun 1998






Menetapkan

KESATU

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005
— 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahunb 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 — 2037;
Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2019 — 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,

MEMUTUSKAN:

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 -
2026

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun

2025 - 2026;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth:
1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Pertinggal.

Renstra sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini disusun

dengan Sistematika sebagai berikut:

Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Bab VI
Bab VII
Bab VIII

I S T AL L = S T~

: Pendahuluan

: Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

: Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah
: Tujuan dan Sasaran

: Strategi dan Arah Kebijakan

: Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

: Penutup

Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi Pedoman dalam;

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara untuk
periode Tahun 2025 - 2026

b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahun

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYAN_AN TERPADU SATU PINTU

NIP 197007 18 200502 1 001



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat-Nya semata,
sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 yang merupakan perencanaan jangka menengah di
masa transisi, dan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara untuk Tahun 2025 dan Tahun 2026.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi
dan kebijakan dalam pengembangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di

Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 — 2026.

Tarutung, 2024

ALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
ANAN TERPADU SATU PINTU
TEN TAPANULI UTARA

JULIFER, ST
ATK. I
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara saat ini adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh)
orang, terdiri dari 24 orang pejabat Struktural dan 3 orang tenaga Non PNS, disajikan pada tabel
2.1

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian Jumlah Rasio
Pegawai Negeri Sipil 24 Orang 88,89%
Non PNS/ Tenaga Harian Lepas 3 Orang 11.11%
Total 27 Orang 100%

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tapanuli Utara dengan golongan IV sebanyak 7 orang, golongan Il dengan jabatan fungsional
sebanyak 6 orang, staf golongan III sebanyak 7 orang, staf golongan II sebanyak 2 orang, pegawai
PPPK sebanyak 2 orang. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Golongan dapat disajikan pada Gambar 2.2

Gambar 2.2
Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Ruang

Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. IX
IVb IVa liid lie b M.a I.d

B Gol.IVb MEGollV.a O Gol. lil.d O Gol. lll.c B Gol. lil.b
B Gol.lll.a ©EGol. Ild W IX

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki Pendidikan
Terakhir S2 adalah sebanyak 7 orang (29,16%), jenjang Sarjana (S1) sebanyak 15 orang (62,5%),
dan jenjang D3 sebanyak 2 orang (8,34%). Secara lengkap disajikan pada Gambar 2.3
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Tahun VZZV“— 202

Gambar 2.3
Grafik Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
____________ e
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2.3 Kinerja Pelayanan OPD
2.3.1. Gambaran Umum Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan Bupati sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan
unsur pelaksana tugas tertentu. Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas operasional
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas dalam pelaksanaan
tugas mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-
undangan yang berlaku. Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahaannya.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih layak dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara Koordinatif
mempunyai hubungan kerja.

Pengelolaan seluruh kegiatan Penanaman modal dilakukan dengan memperhatikan dan
berpedoman kepada kondisi alam dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara tanpa mengurangi
faktor fasilitatif kepada investor dalam rangka pemberian kemudahan-kemudahan dalam
berinvestasi.

Disamping itu, Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari
tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu. Proses
penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau

perizinan paralel.
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Tabel 2.5
Perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2019 - 2024

Tahun
Keterangan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Realisasi PMA
(Rp) 710.497.605.091 9.842.012.600 0 145.959.999.159 | 1.609.251.826.066 332.091.683.236
Target PMA
(Rp) 0 0 0 0 0 300.000.000.000
Realisasi PMDN
_(Rp) 241.050.355.765 370.753.324.216 141.951.163.917 185.389.041.805 151.150.092.338 21.985.594.478
Target PMDN
(Rp) 4.000.000.000 |  380.000.000.000 125 0007090‘000_ 150000000000 330.000.000.000 130000000000

Capaian
Realisasi (%) 23.788,7 113.56 23.788.7

Sumber Data: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online (http:/ /lkpmonline.bkpm.go.id)

Tabel 2.6
DATA IZIN YANG TELAH DITERBITKAN
TAHUN 2016 - 2020

. Jumlah Izin
No. Jenis Izin yang diterbitkan 2016 2017 2018 2019 2030
1, Izin Lingkungan 11 15 16 21 74
2 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) g - 277 292 123
3. Izin Usaha Industri (IUI) - - 2 18 -
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) - - 64 46 159
5. Izin Lokasi - - B 343 229
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) - 1 264 1 7
7. Izin Mendirikan Bangunan 77 80 86 46 101
8. Surat Izin Praktek Perawat - - 83 38 -
9. Surat Izin Praktek Bidan B - 328 167 -
10. | Izin Limbah B3 - = - 6 1
11. | Izin Penyelenggara Pendidikan Nonformal - - = 7 54
12. | Izin Reklame 21 3 4 2 -
13. | Izin Usaha Pengangkutan 5} 1 3 - 1
14. | Nomor Induk Berusaha (NIB) - - - - 256
15 | Izin Gangguan 1183 682 E - -
16. | Izin PAUD 64 56 - - B
17. | Izin Kesehatan 61 - - - =
18. | Izin Operasional Pendidikan Kursus 2 - 3 - -
19. | Izin Operasional Klinik 3 1 - - .
20. | Izin Rekreasi dan Hiburan 6 - - - -
21. | Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar 1 2 - - =
22, Izin Trayek 6 o = = -
23. | Izin Operasional Pendidikan - - 29 - B
24. | Surat Keterangan Penjual Minuman Beralkohol - - 5 - -
25. | Lembaga Pelatihan Kerja - - - - 6

]
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Tahun 2025 - 2026

PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN;

IZIN USAHA PERKEBUNAN
YANG TERINTEGRASI
ANTARA BUDI DAYA
DENGAN INDUSTRI
PENGOLAHAN HASIL
PERKEBUNAN;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA PRODUKSI
BENIH TANAMAN
PERKEBUNAN;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA OBAT HEWAN;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA PROSES
PRODUKSI TANAMAN
PANGAN;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA PENANGANAN
PASCA PANEN TANAMAN
PANGAN;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA
KETERPADUAN ANTARA
PROSES PRODUKSI
TANAMAN PANGAN DAN
PENANGANAN PASCA
PANEN;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA PERBENIHAN
TANAMAN;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA BUDI DAYA
HORTIKULTURA;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA PERBENIHAN
HORTIKULTURA;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA PETERNAKAN;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA PETERNAKAN
BUDI DAYA TERNAK;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA PETERNAKAN
PEMBIBITAN;

TANPA BIAYA

PENDAFTARAN USAHA
PETERNAKAN;

TANPA BIAYA

SEKTOR LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

IZIN LINGKUNGAN WAJIB
AMDAL

TANPA BIAYA

IZIN LINGKUNGAN WAJIB
UKL - UPL

TANPA BIAYA

IZIN LINGKUNGAN WAJIB
SPPL

TANPA BIAYA

IZIN PENGELOLAAN
LIMBAH B3

TANPA BIAYA

SEKTOR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

TANDA DAFTAR USAHA
PERSEORANGAN  (TDUP)
JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI;

TANPA BIAYA

TANDA DAFTAR USAHA
PERSEORANGAN (TDUP)
PEKERJAAN KONSTRUKSI;

TANPA BIAYA

IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI (IUJK) JASA
KONSULTANSI
KONSTRUKSI;
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Renstra Dinas Penanaman Modal daﬁ“ﬁkl;elayanan Terpa

Tahun 2025 - 202

Tabel 2.12

Kabupaten Tapanuli Utara

Indikator
Kinerja Tarcat Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi capaian Tahun ke- Rasio Capaian Pada Tahun ke-
sesuai Tugas -4
No Target NSPK Target IKK | Indikator
dan Fungsi Fiich
Perangkat 2
daerah 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
. ® s Lo L@ 8 .0 A oeg e e s g an | s | 9 | o
1 | Nilai Nilai Nilai
; ; . 380,5 | 141,9 | 331,3 | 1.760, | 354,0 | 100,15 | 113,5 | 220,89 | 1.005, | 177,0
Investasi Investasi Investasi & 380M | 125M | 150 M | 175 M | 200 M oM 5 M aM | 40M 7 M % 6 % % 9% 3%
Persentase Persentase Persentase
Izin yang Izin yang Izin yang B 100,9 102,8 103,7 99,54 | 98,20
2 diterbitkan diterhiviesss | ditethithai 87 89 90 91 92 87,79 | 91,50 | 93,40 | 90,59 | 90,35 % % % % %
tepat waktu | tepat waktu | tepat waktu
Nilai Indeks | Nilai Indeks | Nilai Indeks
3 | Kepuasan | Kepuasan | Kepuasan - 88,60 | 88,65 | 86,00 | 86,50 | 87,00 | 87,79 | 89,17 | 87,54 | 87,81 | 87,62 | %408 | 1005 | 10179 | 1015 | 100.7
Masyarakat | Masyarakat | Masyarakat
Nilai AKIP Nilai AKIP Nilai AKIP
yang yang yang " . ~ . 88,79 107,24 94,82 93,68
4 | dikeluarkan | dikeluarkan | dikeluarkan o2 - e e 5505 | 69,71 | 71,12 | 74,95 % % % %
Inspektorat Inspektorat | Inspektorat
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Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pél;yarian Terpadu

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara

Tahun 2025 - 202

Tabel 2.13

No Uraian Program dan Anggaran pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke- | Rata-rata Pertumbuhan
% 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 Realisasi
(1) (2) 4 5 6 v 9 10 11 12 (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 IPEMERINTAHAN DAERAH 2,931,690,350.00 | 3,009,422,215.00 | 2,821,864,088.00 | 2,666,949,381.00 | 2,657,948,225.50 | 2,973,247,001.00 | 2,672,543,237.00 2,571,636,014.00 90.66 98.80 94.71 96.43 111% -1%
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan , Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 3,490,800.00 3,000,200.00 36,999,800.00 14,500,000.00 3,340,000.00 2,599,900.00 35,046,100.00 14,018,700.00 95.68 86.66 94.72 96.68 55% 43%
Daerah
RO - - 4,999,900.00 2,500,000.00 - , 3,908,000.00 2,270,000.00 0.00 0.00 78.16 90.80 -16% -13%
Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan 3,490,800.00 3,000,200.00 5,000,000.00 2,000,000.00 3,340,000.00 2,599,900.00 4,593,300.00 1,748,700.00 95.68 86.66 91.87 87.44 -13% -15%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah L - 26,999,900.00 10,000,000.00 E - 26,544,800.00 10,000,000.00 0.00 0.00 98.31 100.00 -22% -22%
Administrasi Keuangan
Patangkat Dascah 2,482,215,600.00 | 2,128,707,015.00 | 2,226,013,088.00 | 2,308,440,565.00 2,236,712,778.50 | 2,116,192,686.00 | 2,102,817,152.00 | 2,249,182,984.00 90.11 99.41 94.47 97.43 196% 0%
P i Gaji dan Tunj
A:zy‘*d'aa“ o can TUMaNEaN 1 2,436,035,000.00 | 2,081,976,315.00 | 2,164,463,188.00 | 2,252,353,365.00 | 2,190,917,278.50 | 2,069,864,886.00 | 2,043,341,702.00 | 2,184,707,784.00 89.94 99.42 94.40 97.44 2% 0%
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan 41,700,100.00 43,730,600.00 53,050,000.00 50,587,200.00 41,584,500.00 43,522,300.00 52,682,100.00 50,587,200.00 99.72 99.52 99.31 100.00 5% 5%
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun 4,480,500.00 3,000,100.00 5,000,000.00 3,000,000.00 4,211,000.00 2,805,500.00 4,733,600.00 2,894,800.00 93.99 93.51 94.67 96.49 -10% -9%
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan bulanan/ - - 3,499,900.00 2,500,000.00 = - 2,059,750.00 993,200.00 0.00 0.00 58.85 39.73 -8% -17%
triwulanan/ semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik
- - - - - - - - .00 .00 X .00 0% 0%
Daerah pada Perangkat Daerah 2 . 9.00 9
Rekonsiliasi dan Penyusunan
Laporan Barang Milik Daerah - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
pada SKPD
|Administrasi Kepegawaian
4 ¥ & . - - - - 0.00 0.00 0.00 X
Perangkat Daerah oo o O
lah
Penc{ataan etinia a' = ] & = - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
Administrasi Kepegawaian
ihan P y
Pendidikan dan Pelatihan eg.aweu . . ! i . ) i ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0%
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Adm i Umum Perangkat
Dm::’"“ Ve e 254,878,550.00 |  296,231,100.00 | 321,772,300.00 | 149,840,800.00 | 238,844,647.00 | 286,980,543.00 | 309,959,062.00 | 146,495,258.00 93.71 96.88 96.33 97.77 12% 12%
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PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

127,108,000.00

71,293,000.00

24,175,000.00

54,882,960.00

£ 226,058,551.00

68,614,150.00

23,823,650.00

43.18

Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

24,648,000.00

14,599,000.00

56,201,000.00

6,205,000.00

5,517,000.00

12,910,500.00

54,127,500.00

5,971,000.00

22.38

88.43

96.31

96.23

-75%

2%

Penetapan Kebijakan Daerah
mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

24,648,000.00

14,599,000.00

56,201,000.00

6,205,000.00

5,517,000.00

12,910,500.00

54,127,500.00

5,971,000.00

22.38

88.43

96.31

96.23

-29%

2%

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

0.00

0.00

0.00

0%

0%

Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

102,460,000.00

267,876,000.00

15,092,000.00

17,970,000.00

49,365,960.00

213,148,051.00

14,486,650.00

17,852,650.00

48.18

79.57

95.99

99.35

Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

75,000,000.00

248,826,000.00

40,458,060.00

195,988,651.00

53.94

78.77

0.00

0.00

100%

-100%

Penyediaan Peta Potensi dan
Peluang Usaha Kabupaten/Kota

27,460,000.00

19,050,000.00

15,092,000.00

17,970,000.00

8,907,900.00

17,159,400.00

14,486,650.00

17,852,650.00

32.44

90.08

95.99

99.35

-10%

19%

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

39,297,300.00

34,157,500.00

81,402,900.00

7,030,000.00

33,385,000.00

28,898,788.00

80,325,066.00

901,300.00

98.68

12.82

-59%

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

39,297,300.00

34,157,500.00

81,402,900.00

7,030,000.00

33,385,000.00

28,898,788.00

80,325,066.00

901,300.00

98.68

12.82

-59%

Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal

39,297,300.00

23,065,500.00

26,384,900.00

33,385,000.00

18,092,600.00

25,952,400.00

84.95

78.44

98.36

0.00

100%

-100%

Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

11,092,000.00

55,018,000.00

7,030,000.00

10,806,188.00

54,372,666.00

901,300.00

0.00

97.42

98.83

12.82

-11%

-46%

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

127,665,700.00

117,483,200.00

99,796,000.00

59,999,900.00

117,710,000.00

88,781,500.00

71,966,000.00

45,028,600.00

75.57

72.11

-17%

-21%

Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman
Modal yang menjadi

K Daerah Kabupaten/

Kota

127,665,700.00

117,483,200.00

99,796,000.00

59,999,900.00

117,710,000.00

88,781,500.00

71,966,000.00

45,028,600.00

92.20

75.87

72.11

75.05

-21%

Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

108,165,700.00

108,635,900.00

84,200,000.00

55,000,000.00

105,906,300.00

86,851,400.00

62,343,600.00

42,098,600.00

97.91

79.95

74.04

76.54

-16%

-21%
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Pemantauan pemenuhan
komitmen perizinan dan non
perizinan penanaman modal

11,636,500.00

3,000,000.00

9,191,600.00

2,930,000.00

0.00

0.00

78.99

97.67

-29%

-25%

Penyediaan Layanan Konsultasi
dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan

19,500,000.00

8,847,300.00

3,959,500.00

1,999,900.00

11,803,700.00

1,930,100.00

430,800.00

60.53

21.82

10.88

0.00

-43%

-100%

Koordinasi dan Sinkronisasi
penetapan pemberian
fasilitas/insentif daerah

0.00

0.00

0.00

0.00

0%

0%

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

374,190,800.00

407,613,000.00

548,632,800.00

569,981,000.00

225,937,500.00

270,818,646.00

479,227,596.00

493,235,300.00

60.38

87.35

11%

Pengendalian Pelaksanaan

P Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

374,190,800.00

407,613,000.00

548,632,800.00

569,981,000.00

225,937,500.00

270,818,646.00

479,227,596.00

493,235,300.00

87.35

86.54

52%

22%

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemantauan Pelaksanaan
Penanaman Modal

96,368,800.00

39,849,000.00

85,497,000.00

56,915,500.00

38,664,100.00

49,272,100.00

59.06

0.00

97.03

57.63

-3%

-4%

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal

181,222,000.00

366,461,000.00

456,386,800.00

313,491,000.00

157,046,500.00

245,538,646.00

402,968,496.00

293,316,000.00

86.66

67.00

88.30

93.56

15%

17%

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

96,600,000.00

41,152,000.00

52,397,000.00

170,993,000.00

11,975,500.00

25,280,000.00

37,595,000.00

150,647,200.00

12.40

61.43

71.75

88.10

15%

88%

PROGRAM PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

83,452,300.00

84,720,500.00

74,008,200.00

70,000,000.00

78,328,200.00

80,148,500.00

72,942,000.00

69,884,500.00

98.56

4%

Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
yang Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

83,452,300.00

84,720,500.00

74,008,200.00

70,000,000.00

78,328,200.00

80,148,500.00

72,942,000.00

69,884,500.00

93.86

98.56

-3%

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

83,452,300.00

84,720,500.00

74,008,200.00

70,000,000.00

78,328,200.00

80,148,500.00

72,942,000.00

69,884,500.00

93.86

94.60

98.56

99.84

-4%

-3%

|Jumlah

3,683,404,450.00

3,935,871,415.00

3,696,996,988.00

3,398,135,281.00

3,168,191,885.50

3,667,952,986.00

3,445,618,049.00

3,204,509,364.00

86.01

93.19

93.20

94.30

0%

0%
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Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
Ke-
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran
2025 2026
(1 (2) (3) 4 (5) (6)
1 Meningkatnya Nilai ; R . o :
) Meningkatkan Nilai Investasi | Nilai Investasi 450.000.000.000 500.000.000.000
Investasi
Persentase [jin yang diterbitkan 91,50 92,00
tepat waktu
Optimalisasi Digitalisasi
Pelayanan Publik
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 87,70 88,00
2 Meningkatnya Meningkatkan Nilai . )
Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja Nilai AKIP yang dikeluarkan 80 82
. Inspektorat
Kinerja Perangkat Daerah
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Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah yang Mengacu pada RPD

Tujuan RPD Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
Sasaran RPD : Meningkatnya Investasi Daerah
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya Nilai

Investasi

Meningkatkan Nilai

Investasi

Optimalisasi
Digitalisasi
Pelayanan Publik

1.

Pemberian insentif/fasilitasi dan
kemudahan penanaman modal
Meningkatkan Kepastian Hukum
Penanaman Modal

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
(MPP)

. Mengoptimalkan pengendalian realisasi

penanaman modal

. Menyelenggarakan pelayanan penanaman modal

sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)

. Mengembangkan Sistem Informasi Penanaman

Modal Berbasis Teknologi Informasi

. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap

pelayanan penanaman modal

. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam

penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal

Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja

Meningkatkan Nilai
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat

Daerah

. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola

penyelenggaraan pemerintahan melalui
penerapan budaya kerja, akuntabilitas
kinerja pemerintahan, peningkatan

pengawasan dan perencanaan

. Meningkatkan pelaksanaan Administrasi dan

Umum dengan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola
Pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi, dan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan

Terhadap Perencanan, Pelaksanaan dan

Pelaporan
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

Kondisi
Kinerja Pada Kondisi Kinerja
Target Capaian Setiap Tahun Pada Akhir
Ay Laioe Periode RPD
No Indikator Satuan Formula Perhitungan RPD
Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2026
(1) (2) (3) (4) (5) 9)
1 | Nilai Investasi Rp. Nilai Investasi Tahun n 354.077.277.714 450.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000
s Jumlah Izin yang Terbit Tepat
Persentase [jin yang s -
2 | diterbitkan tepat Persen Waldn pada thn i dibagi 90,35 91,50 92,00 92,00
et Jumlah izin yang diterbitkan
AR pada tahun n X 100%
g | NiacincelsKepuasan | gy Nilai IKM Tahun n 87,62 87,70 88,00 88,00
Masyarakat
Nilai AKIP yang
4 | dikeluarkan Nilai Nilai AKIP Tahun n 74,95 80 82 82
Inspektorat
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BAB VIII
PENUTUP

Untuk memperoleh hasil pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan dan dicita-
citakan oleh masyarakat Tapanuli Utara, maka sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 dapat tergambar rencana strategis pembangunan
prioritas yang diinginkan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 ini mengacu pada RPD Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 dan mempedomani penjaringan aspirasi masyarakat serta

hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun - tahun sebelumnya.

Dengan adanya penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 diharapkan pelaksanaan pembangunan
dapat terkoordinasikan, terintegrasi dan interaktif antar lintas pemangku kepentingan
(stakeholders), transparan dan bertanggung jawab. Disamping itu, dengan adanya Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun dapat
bermanfaat sebagai masukan dan sebagai bahan pertimbangan pada perencanaan pembangunan
pada masa transisi, yang lebih efisien dan responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan
masyarakat dengan memperhatikan potensi dan karakteristik daerah serta permasalahan
pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan

pemberdayaan masyarakat.

Apabila ternyata dikemudian hari diperlukan perubahan atas Renstra Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026, maka
akan diperbaiki dan direvisi kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

~ Tarutung, 2024

Ao kA va%: DINAS PENANAMAN MODAL DAN
~" . PECAYANAN TERPADU SATU PINTU
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